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A. Hak atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) 
1. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) 
Objek atau hal – hal yang diatur dalam Hak atas kekayaan 
intelektual adalah karya – karya yang lahir dari kemampuan intelektual 
(daya pikir) manusia. Ringkasnya, ha katas kekayaan intelektual 
terkandung dalam semua ciptaan atau hal yang dibuat manusia dengan 
memeras otaknya. 
Berkarya itu penting, tetapi tidak kala pentingnya adalah mengurus 
status hukumnya, agar hak cipta dapat terjamin. Demikian pula, tidak ada 
salahnya menikmati karya ora ng lain, selama kita tidak mengabaikan 
hak– hak pembuatnya. Dengan memahami hak atas kekayaan intelektual 
kita akan terhindar dari berbagai masalah seperti telah disebutkan diatas. 
Secara sederhana hak atas kekayaan intelektual adalah suatu hak 
yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang 
bermanfaat bagi manusia. Ha katas kekayaan intelektual juga bisa 
diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat suatu yang 
berguna bagi orang lain. Pada prinsipnya, setiap orang harus memperoeh 
imbalan bagi kerja kerasnya. Jika seorang musisi sudah bersusah payah 
menciptakan lagu atau music yang menarik dan disukai orang lain, maka 
musisi itu harus atau berhak memperoleh imbalan setiap kali music atau 
lagunya dinikmati oleh orang lain. Hal ini juga bertolak dari kaedah 
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sederhana dalam hidup kita, yakni kalau kita mau menikmati suatu karya 
orang lain, maka kita harus memberi orang itu suatu imbalan. Itulah 
intisari atau makna dasar dari hak atas kekayaan intelektual. 
2. Jenis – jenis Hak atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) 
Secara hukum hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi dua 
bagian, yaitu : 
a. Hak Cipta ( copyrights ), dan 
b. Hak  Kekayaan Industri ( industrial property rights ). 
Hak kekayaan industry selanjutnya bisa dipilah lagi menjadi 
beberapa sub – jenis. Pemilahannya bisa berbeda tiap Negara. Di 
Indonesia, pemilahannya berdasarkan undang – undang hak atas kekayaan 
intelektual   yang sudah ada, yakni : 
a. Paten  
b. Merek atau Merek Dagang 
c. Desain Industri 
d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
e. Rahasia Dagang, serta 
f. Varietas Tanaman.10 
Apa sebenarnya Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) itu ?, 
secara sederhana Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) adalah suatu 
hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk 
yang bermanfaat bagi manusia. Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) 
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 Sally Sitanggang, HAKI ( Hak Kekayaan Intelektual ), Jakarta : esensi erlangga group, 
2008. Hlm 1- 3. 
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juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena Ia telah membuat 
sesuatu yang berguna bagi orang lain. Pada prinsipnya setiap orang harus 
memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya. Jika seoarang musisi sudah 
bersusah payah menciptakan lagu atau music yang menarik dan disukai 
orang lain, maka musisi itu harus atau berhak memperoleh imbalan setiap 
kali music atau lagunya dinikmati orang lain. Hal ini juga bertolak dari 
kaidah sederhana dalam kehidupan kita, yakni kalau kita mau menikmati 
suatu hasil karya orang lain, maka kita harus member orang itu suatu 
imbalan. Itulah intisari atau makna dasar dari haki.
11
 
Dalam hal ini W.R. Cornish, mengatakan bahwa hak kekayaan 
intelektual adalah “intellectual property rights protects application of 
ideas and information that are of commercial value”.Hak Kekayaan 
Intelektual merupaakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh 
hokum atas benda tidak berwujud, berupa kekayaaan atau kreasi 
intelektual,yang dapat berupa hak cipta, paten, mrekdagang, desain 
industry dan lain sebagainya.  
Karya – karya dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan 
sastra pada dasarnya adalah hasil dari intelektual manusia yang dilahirkan 
sebagai perwujudan kualitas rasa, cipta dan karsa manusia. Karya yang 
seperti ini pada akhirnya selain memiliki arti sebagai karya yang secara 
                                                 
11
 Haris Munandar, Sally sitanggang ( Muchtar Pakpahan & associates ), Mengenal HAKI 
( Hak Kekayaan Intelektual ), Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk – beluknya. Jakarta : esensi 
Erlangga Group, 2008. Hlm. 2 
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fisik hadir ditengah-tengah manusia juga hadir sebagai sarana pemenuhan 
kebutuhan batiniah setiap orang. 
Kehidupan dewasa ini menunjukan bahwa arus perubahan yang 
pesat, kemajuan sain dan teknologi menjadi semakin canggih. Kemajuan 
ini berdasarkan kepada ide – ide pemikir dalam segala bidang. Dalam 
kemajuan seperti itu, manusia mencoba untuk membuat suatu aturan 
hukum agar ide – ide yang dicurahkan tadi mendapat penjagaan dan 




Didalam Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) terdapat 
berbagai jenis karya  yang dilindungi oleh pemerintah, salah satunya 
adalah Hak Cipta. Dimana Hak Cipta ini diberikan perlindungan oleh 
pemerintah melalui peraturan perundang – undangan, yang ditandai 
dengan lahirnya undang – undang tentang Hak Cipta, yaitu Undang – 
undang nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah 
dengan undang – undang nomor 7 tahun 1987 dan kemudian diubah 
dengan undang undang nomor 12 tahun 1997, kemudian lahir lagi undang 
– undang nomor 19 tahun 2002, dan perubahan yang terakhir adalah 
undang – undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.13 Dengan 
demikian diketahui bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya sudah cukup 
lama memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan 
                                                 
12
Syafrinadi, dkk, HakKekayaanIntelektual, Pekanbaru : Suska Press, 2008. Hlm.1-2 
13
 Ermansyah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : Sinar Grafika, 2009. 
hlm.3  
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Intelektual ( HAKI ) dibidang Hak Cipta ini, namun walaupun 
perlindungan tersebut telah diberikan, tetap saja dalam kenyataan ataupun 
penerapannya didalam masyarakat masih saja belum maksimal dengan 
kata lain masih banyak terjadi pelanggaran pelanggaran terkait Hak Atas 
Kekayaan Intelektual ( HAKI ) khususnya dibidang Hak Cipta ini. 
Konsep hak cipta di indonesia merupakan terjemahan dari konsep 
copyright dalam bahasa inggris ( secara harfiah artinya hak “ salin ” ). 
Copyright  diciptakan sejalan dengan penemuan mesin percetakan. 
Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat 
salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang 
hampir sama dengan proses pembuatan aslinya. Sehingga, kemungkinan 
besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta 
perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.
14
 
Didalam bidang Hak Cipta ( Copyright ), yang merupakan Bagian 
Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) terkandung Hak – hak 
eksploitasi atau Hak – hak ekonomi ( economic right ) dan Hak – hak 
Moral ( moral right ). Berdasarkan hak – hak ekonomi yang dipunyai, 
memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta 
sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan – keuntungan ekonomi, 
sehingga perluu dilindungi secara memadai. Terkandung didalam suatu 
karyaa cipta yang memiliki nilai – nilai ekonomis. Oleh karena itu suatu 
ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah – 
                                                 
14
 Zainal Asikin, Hukum Dagang, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2013. Hlm. 125 
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kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta 
dengan pengelola (pemegang) Hak Cipta atau pihak lain yang 
melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan – 
ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh 
mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.
15
 
Hak cipta terdiri atas hak ekonomi ( economic right ) dan Hak 
Moral ( moral right ). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan 
manfaat ekonomi ciptaan serta produk yang terkait. Selain itu hak cipta 
merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 
mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk 
itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan 
perundang – undangan yang berlaku.16 
Didalam karya cipta ini terdapat pula banyak bentuk karya karya 
yang dilindungi oleh pemerintah, seperti buku, lagu, music, novel dan 
karya tulis lainnya yang menyangkut seni dan sastra. Didalam hal ini lagu 
atau permusikan sangat banyak peminatnya, sehingga tidak sedikit dari 
kalangan orang menggeluti bisnis dibidang ini. Dengan kata lain, mereka 
memanfaatkan hasil ciptaan lagu seseorang ataupun kelompok untuk 
mendapatkan keuntungan ekonomis. Dan tidak bisa dipungkiri 
bahwasanya bisnis dibidang ini sangatlah menguntungkan. Karena 
sebagian beasar dari orang Indonesia menyukai lagu dan permusikan. 
                                                 
15
Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia ( Teori dan Analisis Harmonisasi 
Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement ), Bogor : Ghalia Indonesia, 2010. 
Hlm.4-5 
16
Adrian sutedi, Hak atas Kekayaan Intelektual, Jakarta : Sinar Grafika. 2013, hlm. 116 
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Pada saaat ini sangat tren dengan dunia permusikan, banyak para 
pencipta lagu atau musisi yang maraup keuntungan ekonomis dari hasil 
pemanfaatan dan penjualan atas karyanya, begitu pula bagi pebisnis 
lainnya yang bergerak dibidang penjualan lagu atau permusikan orang 
lain. Dan tentunya harus memiliki aturan hukum yang berlaku, baik dari 
pencipta atau musisi dan khususnya para pebisnis yang bergerak dibidang 
penjualan hasil karya orang lain. Jangan sampai merugikan pihak lain 
terutama pemilik hak dari suatu karya cipta tersebut. 
Seiring dengan perkembangan zaman dan tingginya ilmu 
pengetahuan dan teknologi, maka semakin tinggi pulalah tingkat 
pelanggaran dibidang hak cipta ini. Kenapa tidak, dengan pengetahuan dan 
teknologi yang canggih setiap orang bisa mendapatkan hal yang sulit 
menjadi sangat mudah dan yang mahal menjadi sangat murah yang paling 
parahnya lagi dengan modal yang sangat minim bisa mendapatkan 
keuntungan yang sangat fantastis. Namun hal yang demikian sangatlah 
merugikan orang lain yang pastinya para pemegang hak atau pemilik dari 
suatu karya tersebut. Krugian yang dimaksud adalah kerugian ekonomi, 
karena semakin banyaknya hasil mechanical right atau penggandaan 
secara illegal atau tanpa izin dari pemegang hak, maka secara otomatis 
penjualan hasil ciptaan dari orang yang mempunyai lisensi ( izin ) akan 
berkurang, dan dengan berkurangnya konsumen dari orang yang berlisensi 
maka akan berkurang juga uang masuk untuk sipemegang hak. 
Dengan banyaknya Mechanical Right atau penggandaan secara 
illegal ini tentunya akan mengundang para pebisnis atau pelaku usaha 
yang lainnya untuk melakukan hal yang sama, karena mereka akan 
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menganggap untuk apa bayar mahal kalau bias murah, buktinya selama ini 
yang bayar mahal sama murah sama saja. Dengan kata lain yang berlisensi 
dengan yang tidak seperti tidak ada bedanya. 
Dengan demikian kita kini telah mengetahui bahwa hak cipta yang 
sering kita dengar di media massa merupakan bagian dari hak atas 
kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual ( HAKI ) pada 
dasarnya adalah hak privat ( perdata ), dalam arti seseorang bebas untuk 
mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan atas hak atas 
kekayaan intelektualhak atas kekayaan intelektual ( HAKI )-nya atau 
tidak. Jika tidak dilakukan ia tidak akan dituntut apa apa, tetapi ia akan 
rugi sendiri kalau orang lain seenaknya memanfaatkan, atau bahkan 
mengaku – ngaku karya ciptaannya. Dengan adanya hak atas kekayaan 
intelektual (HAKI), diharapkan kratifitas manusia juga akan 
terdokumentasi dengan baik sehingga lebih mudah dan akhirnya lebih 
murah, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas. 
 
B. Pengertian Dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang  
Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya 
persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan 
kondisi global di bidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam itu 
telah lama dikenal dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, misalnya Paten. 
Dalam Paten, sebagai imbalan atas hak eksklusif yang diberikan oleh negara, 
penemu harus mengungkapkan temuan atau invensinya. Namun, tidak semua 
penemu atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau 
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invensinya itu. Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektual 
mereka. Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa 
aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu. 
Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai 
pula dengan salah satu ketentuan dalam Agreement on Trade Related Aspects 
of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran 
dari Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan 
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi 
oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. 
Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau 
invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat 
perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun 
pemanfaatannya oleh penemunya. 
Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang, pada saat ini 
Pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di 
bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan 
tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan 
datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini 
berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri dilingkungan 
Pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan. 
Dalam rahasia dagang terdapat berbagai pengertian yang mencakup 




Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
1) Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang 
teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam 
kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. 
2) Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan 
Undang-undang ini. 
3) Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu 
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan 
Intelektual, termasuk Rahasia Dagang. 
4) Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang 
berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri. 
5) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang 
kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak 
(bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia 
Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat 
tertentu. 
LINGKUP RAHASIA DAGANG 
Pasal 2 
Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode 
pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau 
bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. 
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Pasal 3 
1. Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat 
rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya 
sebagaimana mestinya. 
Penjelasan:  “Upaya-upaya sebagaimana mestinya” adalah semua langkah 
yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan 
yang harus dilakukan.  
Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku 
berdasarkan praktek umum yang berlaku di tempat-tempat lain 
dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal 
perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan 
internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana Rahasia 
Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas 
kerahasiaan itu. 
2. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui 
oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. 
3. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan 
informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha 
yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. 
4. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak 




HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG 
Pasal 4 
Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk: 
1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya; 
2. Memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan 
Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak 
ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. 
 
PENGALIHAN HAK DAN LISENSI 
Pasal 5 




d. perjanjian tertulis; atau 
e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Penjelasan: Sebagai hak milik, Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan 
kepada pihak lain. Peristiwa  hukum tersebut dapat berlangsung 
antara lain dalam bentuk hibah, wasiat, atau pewarisan. Khusus 
untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, ketentuan ini 
menetapkan perlunya pengalihan hak tersebut dilakukan dengan 
akta. Hal itu penting mengingat begitu luas dan peliknya aspek 
yang dijangkau. 
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Yang dimaksud dengan “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh 
peraturan perundang-undangan“ misalnya putusan pengadilan 
yang menyangkut kepailitan. 
2. Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. 
Penjelasan: Yang dimaksud dengan “dokumen tentang pengalihan hak” 
adalah dokumen yang menunjukkan terjadinya pengalihan hak 
Rahasia Dagang. Namun, Rahasia Dagang itu sendiri tetap tidak 
diungkapkan. 
3. Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 
Penjelasan: Yang “wajib dicatatkan” pada Direktorat Jenderal hanyalah 
mengenai data yang bersifat administratif dari dokumen 
pengalihan hak dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang 
yang diperjanjikan 
4. Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat 
Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. 
5. Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang. 
Penjelasan: Hal-hal yang diumumkan di dalam Berita Resmi Rahasia 
Dagang hanya mengenai data yang bersifat administratif dan 





Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak 
lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain. 
Penjelasan : Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan Rahasia 
Dagang, Lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan 
waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, Lisensi hanya 
diberikan untuk pemakaian atau penggunaan Rahasia Dagang 
dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa 
sifat Rahasia Dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan 
Lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan 
secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga Rahasia Dagang 
itu. 
Hal itu berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang 
biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, 
pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang 
dalam rangka bantuan teknik. 
Pasal 7 
Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 
pemegang Hak Rahasia Dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau 
memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain. 
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Penjelasan :  Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa 
Lisensi bersifat noneksklusif.  
Artinya, Lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik 
Rahasia Dagang untuk memberikan Lisensi kepada pihak ketiga 
lainnya. Apabila akan dibuat sebaliknya, hal ini harus 
dinyatakan secara tegas dalam perjanjian Lisensi tersebut. 
Pasal 8 
1. Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai 
biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 
Penjelasan: Yang “wajib dicatatkan” pada Direktorat Jenderal hanyalah 
mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian Lisensi 
dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang 
diperjanjikan. 
2. Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat 
Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. 
3. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam 
Berita Resmi Rahasia Dagang. 
Penjelasan: Hal-hal yang diumumkan di dalam Berita Resmi Rahasia 
Dagang hanya mengenai data yang bersifat administratif dan 
tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan. 
Pasal 9 
1. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat 
yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang 
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mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
Penjelasan: Pencatatan ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila isi 
perjanjian Lisensi tersebut akan dapat menimbulkan akibat yang 
merugikan kepentingan ekonomi Indonesia. Misalnya, perjanjian 
tersebut mengatur kewajiban yang dapat dinilai tidak adil bagi 
penerima Lisensi, seperti menghalangi proses alih teknologi ke 
Indonesia. 
3. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan 
Presiden. 
 
PELANGGARAN RAHASIA DAGANG 
Pasal 13 
Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan 
sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau 
mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang 
yang bersangkutan. 
Pasal 14 
Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia 
memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 15 
Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap 
pelanggaran Rahasia Dagang apabila: 
1. tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang 
tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau 
keselamatan masyarakat; 
2. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia 
Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan 
pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. 
Penjelasan: Yang dimaksud dengan “Rekayasa Ulang“ (reverse 
engineering) adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi 
untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang 
sudah ada. 
 
C. Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Ikatan Kerja  
Di Indonesia, perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sebagaimana 
didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang, 
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang 
teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam 
kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. 
Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode 
pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi 
dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh 
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masyarakat umum, termasuk resep makanan/minuman, formula, proses 
produksi, daftar klien atau rencana pemasaran (Yanni Lewis Paat, 2013:43). 
Berdasarkan pengertian di atas kita bisa melihat bahwa rahasia dagang 
adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan karenanya 
harus dijaga kerahasiaannya. Keberhargaan informasi ini karena informasi 
tersebut dapat mendatangkan keuntungan ekonomis kepada perusahaan karena 
itulah rahasia dagang mendapatkan perlindungan hukum artinya pihak pesaing 
dari perusahaan tidak dibenarkan mengetahui informasi rahasia dagang. 
Memperoleh informasi secara tidak patut berarti melakukan pelanggaran hak 
orang lain yang dianggap perbuatan tidak baik dapat merugikan perusahaan 
lain, maka pelanggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan atau digugat 




Dalam dunia perdagangan, aspek informasi yang bersifat rahasia 
menjadi sangat penting terutama bagi kalangan pebisnis. Banyak informasi 
bisnis yang sangat dibutuhkan oleh kalangan usaha yang sama. Tindakan 
persaingan tidak sehat berakibat pada bocornya suatu informasi rahasia 
dagang sehingga timbulnya persangaingan curang antar perusahaan yang 
menyebabkan semakin terasanya kebutuhan mengenai perlindungan hukum 
bagi pemilik rahasia dagang Pengaturan Perlindungan rahasia dagang atas 
informasi yang dirahasiakan diatur dalam Bab 7 Pasal 39 TRIPs ayat 1 sampai 
dengan ayat 3 tentang Protection of Undisclosed Information dan Undang - 
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undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, tujuannya menjamin dan 
memberikan perlindungan hukum terhadap informasi - informasi yang bersifat 
rahasia dari suatu perusahaan, sehingga tidak mudah diperoleh pihak lain 
untuk melawan hukum dan terhindar dari praktik curang. 
Perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang diatur dalam 2 
(dua) hal, yaitu Secara perdata dengan gugatan ganti rugi atau melalui jalan 
arbitrase sebagai alternative penyelesaian sengketa. Secara pidana dengan 
sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau dikenakan denda.
18
 
Konsep dari perlindungan rahasia dagang adalah melindungi hak milik 
dari tindakan orang lain yang mempergunakan tanpa hak. Untuk dapat 
dikategorikan sebagai rahasia dagang, informasi dianggap memiliki nilai 
ekonomis apabila dengan status kerahasiannya, informasi tersebut dapat 
digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan 
meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga 
kerahasiannya apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasainya telah 
melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang seharusnya dan 
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